SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang
dialami, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan
dalam bekerja dan berusaha serta meningkatkan

produktivitas tenaga kerja;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen, perlu

mengatur pelaksanaannya;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Kebumen;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5730);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6649);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 247);



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalan unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah
Badan hukum Publik yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan
Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi dasar hidup yang layak.
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Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang
berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami
Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli
waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus
pada saat Peserta memasuki wusia pensiun, meninggal dunia, atau
mengalami catat total tetap.

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan
kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja
berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan
kerja.

Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan
lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya,
termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau
pegawai pemerintah non pegawai negeri, pejabat negara non aparatur sipil
negara dan pegawai non aparatur sipil negara dengan membayar gaji,
upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan  atau sebagian rangkaian
kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
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Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang
memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri
dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,
sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
wiiayah Republik Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia
yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau
penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak
stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan
jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah
yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta,
Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.

Bantuan iuran adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Pekerja Rentan dalam rangka iuran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.

@)

optimalisasi  cakupan  kepesertaan  program  Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan,;

penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak; dan

meningkatkan kesejahteraan Pekerja.

Pasal 4

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
Jaminan Kematian;

Jaminan Hari Tua;

Jaminan Pensiun; dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II
KEPESERTAAN
Pasal 5

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.

b.
C.
d.

(1)

(2)

Pekerja Penerima Upabh;
Pekerja Bukan Penerima Upabh;
Pekerja Jasa Konstruksi; dan
Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a adalah sebagai berikut:

pejabat negara non aparatur sipil negara;

. aparatur desa;

Badan Permusyawaratan Desa;

. lembaga kemasyarakatan;

Pekerja pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Daerah;
Pekerja pada orang perseorangan;

orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;

. Pekerja dalam masa percobaan;

komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan Pemberi Kerja.
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Pasal 7

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b adalah pekerja perseorangan yang melakukan kegiatan

usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan

usahanya, meliputi:

a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan
perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;

b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;

c. siswa  kerja  praktek, peserta  pengembangan = pendidikan/
pelatihan /persiapan atau kegiatan minat dan bakat; dan

d. Pekerja Rentan.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu,

kecuali huruf d dapat ditanggung oleh pihak lain.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Peserta Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak di bidang usaha jasa
konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan
Pekerja Perjanjian Waktu tertentu.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban
Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Pemberi Kerja.

Penyedia Jasa Konstruksi selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam
perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

Tata cara Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d

terdiri atas:

a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang
ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan

b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Perorangan.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.

Tata cara Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-udangan.

BAB III
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 10

(1) Pekerja Rentan antara lain:

. petani atau buruh tani;

. nelayan;

tukang ojek;

. pedagang;

juru parkir;

sopir angkutan;

. tukang becak;

. pengelola tempat ibadah;
tenaga pendidik keagamaan non formal; dan
kuli panggul.
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(2) Dalam rangka program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja Rentan, Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulus
Bantuan [uran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(3) Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat-syarat
sebagai berikut:

a. Pekerja, berusia antara 18 (delapan belas) sampai dengan 65 (enam
puluh lima) tahun saat didaftarkan yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bermeterai cukup;

b.penduduk dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;dan

c. tidak sedang mendapatkan program perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

(4) Penetapan penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan dengan
mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi
disabilitas pekerjanya.

(5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan data aktual hasil koordinasi Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(6) Penerima program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan pelaksanaan program
jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Agustus 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

K,
O]

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006
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